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KEPUTUSAN PEMBINA
FORUM OF SCIENTIST TEENAGERS
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN PELANGGARAN PRODUK

Menimbang

Mengingat

HUKUM FOSCA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMBINA FOSCA,

a. bahwa seluruh pengurus FOSCA wajib seluruh produk
hukum yang ada tanpa terkecuali,

b. Bahwa setiap pengurus yang melanggar produk hukum
harus dijatuhi sanksi melalui proses sidang
pelanggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Pembina FOSCA tentang Pedoman Penetapan dan
Penggunaan Nomor Induk FOSCA Serta Perubahan
Unsur Penyusun Nomor Induk FOSCA;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan;

2. Anggaran Dasar FOSCA Pasal 31
Anggaran Dasar FOSCA Pasal 32
Anggaran Rumah Tangga FOSCA Pasal 32



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN PEMBINA FOSCA TENTANG PANDUAN
PELAKSANAAN PERSIDANGAN PELANGGARAN PRODUK
HUKUM FOSCA
Dibuat Panduan Pelaksanaan Persidangan Pelanggaean
Produk Hukum FOSCA yang dijabarkan pada lampiran.
Pelaksanaan Persidangan sepenuhnya tanggung jawab
Divisi Sumber Daya Manusia, Penguatan Karakter dan
Hukum.
Beberapa ketentuan dalam persidangan termasuk
didalamnya terdapat pembagian tugas dalam persidangan
adalah sebagai berikut:
a. Kepala Divisi bertindak sebagai Hakim Ketua,
b. Ketua Umum bertindak sebagai Hakim Anggota,
c. Wakil Ketua Umum bertindak sebagai Hakim Anggota,
d. Pembina bertindak sebagai Penuntut Umum,
e. Saksi bertindak sebagai Saksi,
f. Anggota Divisi bertindak sebagai Notulensi Sidang.
Persidangan dapat dilaksanakan secara luring ataupun
daring dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang
terjadi, dengan media yang tersedia.
Persidangan tetap berjalan dengan atau tanpa dihadiri
pengurus lain diluar yang tertera diatas.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2021
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LAMPIRAN KEPUTUSAN PEMBINA
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NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN PELANGGARAN PRODUK
HUKUM FOSCA

PANDUAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN PELANGGARAN PRODUK
HUKUM FOSCA

A. Penetapan Tersangka

Pengurus yang melakukan pelanggaran dapat ditetapkan sebagai

tersangka jika memenuhi salah satau atau lebih dari ketentuan di

bawah ini:

a) Terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Divisi Sumber Daya
Manusia, Penguatan Karakter dan Hukum dan/atau Ketua
Umum.

b) Adanya pelaporan oleh pengurus lain yang disertakan sedikitnya
dua buah bukti dan/atau dua orang saksi, dan telah melalui
tahap penyelidikan.

c) Hasil penyelidikan dari Divisi Sumber Daya Manusia, Penguatan
Karakter dan Hukum selama beberapa waktu atas pelanggaran
yang dilakukan.

B. Pelaporan Kepada Ketua Umum
Setelah pengurus tersebut ditetapkan sebagai tersangka
sebagaimana dijelaskan pada huruf A, Divisi Sumber Daya

Manusia, Penguatan Karakter dan Hukum wajib melakukan

pelaporan terhadap Ketua Umum ddan meminta persetujuan

kepada Ketua Umum atas penetapan status tersangka tersebut
dengan menyertakan berkas perkara dan surat persetujuan
penetapan tersangka kepada Ketua Umum dan wajib ditanda

tangani Ketika Ketua Umum menyetujui penetapan tersebut.



C. Disposisi kepada Pembina FOSCA
Disposisi dilakukan oleh Ketua Umum kepada Pembina FOSCA
setelah Ketua Umum menandatangani surat persetujuan penetapan
tersangka yang diajukan oleh Divisi Sumber Daya Manusia,

Penguatan Karakter dan Hukum. Disposisi dilakukan dengan

melampirkan surat persetujuan penetapan tersangka setelah itu

akan dibuatkan surat disposisi dari Pembina FOSCA.
D.Pelaksanaan Persidangan
Setelah terbit surat disposisi dari Pembina FOSCA, maka Divisi

Sumber Daya Manusia, Penguatan Karakter dan Hukum dapat

menaikan status tersangka menjadi terdakwa dan membawa

kasusnya keatas meja persidangan.
Proses pelaksanaan persidangan mengikuti ketentuan baku
yang ditentukan sebagai berikut:

1. Hakim Ketua memulai persidangan dengan membacakan
berkas perkara terhadap terdakwa.

2. Hakim Ketua meminta terdakwa keterangan tentang apa yang
sebenarnya terjadi menurut terdakwa.

3. Hakim Ketua meminta keterangan kepada pelapor tentang
kejadian yang terjadi menurut pelapor.

4. Hakim Anggota meminta saksi (apabila ada) dan/atau
menampilkan bukti pada persidangan untuk memberikan
keterangan baik meringankan ataupun memberatkan terdakwa.

5. Hakim Ketua memina Penuntut Umum untuk melakukan
penuntutan atas terdakwa.

Penuntut Umum memberikan tuntutannya kepada Hakim.
Hakim Ketua mempersilahkan terdakwa untuk menanggapi
tuntutan tersebut dan memberika nota keberatan (apabila ada)
dan menunjukkan bukti dan/atau menampilkan saksi untuk
meringankan tuntutan.

8. Dewan Hakim berunding atas tanggapan tersebut dan meminta

Penuntut Umum untuk memberikan tuntutannya Kembali.



9. Penuntut Umum Kembali memberikan tuntutannya kepada
Hakim Ketua.

10. Dewan Hakim berunding atas hasil dari perjalanan persidangan
saat ini.

11. Hakim Ketua menetatapkan penjatuhan hukuman berdasarkan
tuntutan yang diberikan Penuntut Umum dan hasil runding
dengan Hakim Anggota.

12. Persidangan selesai dengan hasil yang sudah di ketuk palu oleh
Hakim Ketua.

E.Penerbitan Surat Terkait
Setelah terdakwa dijatuhi hukuman maka Divisi Sumber Daya

Manusia, Penguatan Karakter dan Hukum wajib membuat surat

terkait sesuai dengan keputusan hukuman yang telah disahkan

oleh Hakim Ketua pada persidangan.



